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BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR ?- TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7)
dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun
2OI4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A16 tentang Perubahan
Kedua At.as Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2OL4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Undang-Llndang Nomor 5 Tahun 2OO2 Tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun
2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a18O);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor \26, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O7+ Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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7.

5.

6.

8.

9.

10.

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Undang-Llndang Nomor 12 Tahun 2Ol8 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2CllB Nomor 223, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6263\;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2Ol4 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), se:bagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2Ol9
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2OL4 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Al4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2AP Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2Ol4 Tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2A16
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2Ol4 Tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belzmja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 586a);
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2OlB tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2074
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O9a\;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang lndeks Desa Membangun (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30O);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.A7 l2OlB
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1338);
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Menetapkan :

L2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2Ol9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 14a9l;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2Ol8tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 611);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4
Tahun 2076 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2016 Nomor O4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6
Tahun 2OlB tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2Ot9 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2Ol8 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 31);

16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tah:un 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2Ol9
(Berita Dzrerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2Al8
Nomor 21).

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG
DAN PENETAPAN RINCIAN
ANGGARAN 2019.

TATA CARA PEMBAGIAN
DANA DESA TAHUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelen ggara Pemerintahan Desa.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Llrusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan na.ma lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yar.g memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintaLtan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkzrn prakarsa masyarakat, hak asal usul,
danf atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sisl.em pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya
disingkat BPD atau dengan nama lain adalah lembaga
yang mr:laksanakan fungsi pemerintaktan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkem keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Deterah Kabupaten Barito Timur dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintattan,
pelaksana.rn pembangunan,pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan PemerintahanDesa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya
disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahrran, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
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memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan
yang didahuiukan dan diutamakan daripada pilihan
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang
besarannyzr dihitung berdasarkan presentase tertentu
dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah
Desa secara nasional.

16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap Kabupatenf Kota.

17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status desa tertinggal dan sangat
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD,
adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa, dan
untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank
yang d.itetapkan.

20. KPPN adaleih Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

21. KPA adalatr Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan
berkeadiian berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi; dan

c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis setiap Desa.
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(1)

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per
Kabupaten dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun
2Ol9 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

Besaran .Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf
c dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, Iuas wilayah, dan indeks kesulitan geografis
yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang statistik.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut :

AF Desa = {(O,1O * ZLI + (O,5O * Z2l + (O,15 * Z3l +
(O,25 * Z4l\ * AF Kab.

Keterangaqi
AFdesa : Alokasi Formula Setiap Desa

{2)

z1

22

z3

24

Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap
total Penduduk Desa Kabupaten Barito Timur.
Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa
terhadap total Penduduk Miskin Desa
Kabupaten Barito Timur.
Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa
terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Barito
Timur.
Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
Kabupaten Barito Timur.
Alokasi Formula Kabupaten Barito Timur.

6

t- ,, t, r{

AFkab =



Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang
dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di Bidang Statistik.

Pasal 8

Perhitungan dan Peruntukan Dana Desa untuk setiap Desa
di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
yan:g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling
lambat 7 (tu3uh) hari kerja setelah Dana Desa diterima
di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah
dipenuhi.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) clilakukan secara bertahap, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling
lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 2O%;o (dua
puluh persen);

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat bulan Juni sebesar 4O%o (empat
puiuh persen);

c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 4Ao/o

(empat puluh persen).

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I
dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa
mengenai APBDes dari Kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

(1)

(2)

(3)

(4)
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(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II dari Kepala Desa.

{71 Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling kurang sebesar 75%o (tujuh puluh
lima persen) dan rata-rata capaian output
menunjukkan paling kurang sebesar 5O% (lima puluh
persen).

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian output dari seluruh kegiatan.

(9) Pen5rusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,
cara pengadaan, dan capaian output.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) belum memenuhi kebututtan input data,
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/ lembaga terkait.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 1O

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan
desa mengenai APBDesa.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(4)

(5)

Pasal 11

Pengelolaan Dana Desa dikelola sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa meliputi :

a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan;
c. Penatausahaan;
d. Pelaporan; dan
e. Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa
dalam APBDesa;

Peiaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b
diutamakan dilakukan secara Swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat setempat dengan Sistem Padat
Karya TUnai.

Penatausahaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan
Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Pasal 12

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud;

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
Peraturan Desa;

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak
penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I
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(1)

(2)

BAB V
PELAPORAN

Pasal 13

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada Bupati.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes
dari Kt:pala Desa;

b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan sebagai
syarat penyaluran tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b disampaikan sebagai syarat
penyaluran tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output
setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksurl pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat
menyampaikannya pemutakhiran capaian output
kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
a. Bupal.i belum menerima dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (a) dan pasal 9 ayat
(s);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa
tahun anggaran sebelumnya lebih dari SOo/o (tiga
puluh persen);

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun
anggaran sebelumnya;

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)
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(3)

(4)

(6)

(71

(s)

Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun
anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana
Desa yar,g akan disalurkan pada tahap II, penyaluran
Dana Desa tahap II tidak dilakukan;

Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga
puluh pr:rsen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksucl pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah
dalam hai terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran danf atau penggunaan Dana
Desa.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Kepaia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana
dimaksuct dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam hal :

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1'l huruf a telah diterima;
sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sama dengan 3O%o; dan
terdapzrt usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (1) huruf a
dan hunrf c berlangsung sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
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(8)

b.

C.



(3)

(41

(s)

(6)

(1)

(2)

(3)

Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ Kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APBDesa tahr.rn anggaran berikutnya.
Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan
penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun
anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan
penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum
disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara selakrr KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun
anggaran berjalan.

Pasal 16

Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dala
Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana
Desa di RKD lebih dari 3Oo/o (tiga puluh persen).

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksucl pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.

Pasal 17
Pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan oleh
Aparat Pengawas Fungsional Daerah (APIP) sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18
Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan
penggunaan Dana Desa berdasarkan hasil Audit Aparat
Pengawas Fungsional Daerah (ApIp) atau aparat pemeriksa,
maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi
berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
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MEBAS

Diundangkan di Barito Timur
pada tanggal \5 Afl?rr- 2olg

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARiTO TIMUR TAHUN 2A1g NOMOR .}

BAB VII
KSIENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Tirnur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal t 5 AFP'I- 2O7g

BUPATI BARITO TIMUR,
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATT BARITO TIMUR
NOilIOR 2. TAHUN2O19
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RIT{CIAN DANA DESA
TA}IUN AIIGGAP.AI{ 2O1 9

PERHITUNGAN DANA DESA KABUPATEN BARITO IIMUR IA. 2OI9

No. Kecqmqton Nqmq Derq Alokqii Dosqr
Kloslllkdsl Desd DGsll

JPM
Alokosl
Aflrmorl

Alokdsl torhulo
Jumlqh Pcnduduk luhldh P Mliklh Luo! Wlloyoh IKG

Tolol Bobol Alokoll tormuloIDM
Bobol

Jumlsh

Mllkln

Roilo Junlqh

wlloyqh
Roslo Luos

Wlloyoh
Bobot K.3ulllon Per"Desd

2j 151 ilr)
\wong .lonoh Monsiwui 672.421.389 erlinoAql 2 42t 0.0051 0.0005 25 0.0057 0.0028 I 0.02091 0,4027 0.0004 47,04224t 0.0108 0,aa27 0.006450553 | 04988853 777.414.200

2 Awong Apqr Botu 672.421.389 erlinoool 2 554 0,0066 0,000/ 34 a.0077 0,0039 4r,08573 0,01 r2 0,00 r 7 47.455521 0.0r 09 o.aa27 0,0089 r 4646 r 45094309.9 I r 7.5r 5.600
3 Awong Biwon 672.42).389 lerkembono 2 29.. 0,0035 0,0003 2A 0.0046 0,0023 I 0,02091 4,0027 0,0004 57.207A5a 0.0131 0,0033 4,006342625 r0258r t89.6 775.002.s00
4 Awong lonqkiroven 672.42).389 lerkembonq 65( a.aa77 0,0008 16 0.0036 0.0018 22,046 0,0060 0,0009 42,49342, 0.0096 0,0024 o,4o5897222 95982878.32 7 68.404.200
5 Awong WunokL,r Nonokon 672.421.389 Jerkembqno 45t 0,00s3 0.0005 28,t974t06 0.0064 0.0032 t 4,02927 0,0038 0,0006 58.54rs37 0.0r34 0,0033 0,oo766137 124696448,4 797.11/.400

Awonq Jqnqh.lori 672.421.389 'eriinqqol 8r8 0,0098 0,00r0 0.0t64 0,0082 21,4491 0,0057 0,0009 45,704743 0.0105 0,0026 4,41264634 20583r r 6 l 878.252.500
7 Awonq Donau 672.42 .389 'ertlnooo 4AA 0,0048 0.0005 62 0.0t41 0.007l I 0,02091 4.4027 0.0004 52.8r 6906 0.0r 2r 0,0030 4,0)0964926 178464559.A 850.88s.900
B qwong .lqyoping 672.42 .389 Moiu I 395 0,0r65 0.00r 7 47 0.0107 0,0053 x,o48a9 0,0063 0.0009 42,139719 0,0096 a,oa24 0.ot 0351 987 r 68488397 44a.949.704
9 qwonq onokon .389 51,3 o o067 0.0007 0.0075 0.0038 23,04809 0,0063 0,0009 44.835404 0.0103 4,0426 0.4o7926131 1294A5282,2 801.426.600
t0 qwong )iqnoou 672.421.389 'eriinqqql

0,0030 0,0003 21 0.0064 0.0032 1 4.5303i 0.0040 0.0006 65.37 47 53 0.0149 0,0037 0,0078 I 5t 37 1271e8752,8 799.620.144
ll Awonq 72.421.3A9

)2 I imo Bqmbon 672.421.3A9 Jsrkembqna 102t 0,0r2r 0,00r 2 31 0.0089 0,0044 45 09LO( 0,0r23 0,0018 44.681264 0.0102 0,4426 0,01 0045961 r 63507529 835.928.t00
t3 I ifro Kondris 672.421 -389 lerkembonq 152a 0,0r81 0,00r8 t1 0.0043 o,a022 6,41254t 0,00r6 0.0002 43.98304i 0.010 t 0,0025 4,o06729444 I 095280B0.3 78).949.400
14 Limq Gudong Sonq 672.421.389 '€rlinoqoi lt9 0,00r4 0,000 r 0.00r 4 0,0007 r 5,031 3r 0.0041 0.0006 40.5t05r 1 0,0093 0,0023 a,oo37 57463 6r 156269.r 783.577.600

I lmo Jqnvu Londos 672.421.389 lerkem bonq 5.5( 0,0065 0,0007 0.0020 0,00r0 r 0,020t1 0,0427 0,0004 33.44923" 0.007a, 0.0019 0.003997468 6506257 4,13 737.493.900
l6 imo lqgok 672.421 3A9 jerkembonq 0,0073 0,0007 17 0.003t 0,00r9 63,1317 0,4172 0.0026 23.66688t 0.0054 000r4 0.00659398 147323269.4 979.744.600
)7 I imo Tewoh Puouh 672.421 3A9 Serlembonq till 0,0r32 0,0013 2 0.0052 a,ao26 5t, l 233 0,0r6t a,aa24 40.98968r 0.0094 0,0023 0.008689563 I 4r 430860,3 8r 3.8s2.200
18 )usun Tenqah )otno 672.42 .389 lerlembqnq 7B( 0,0093 0.000t 1t 0.002s 0,00t3 29,06464 0 0079 0,00r2 26.72092 0,006t 0,00r5 0.004889684 79584231,65 752.005.600
19 )usun Tenoqh Muoro Awono 6/2.42 .389 leriinoqql 3 66t 0,0079 0,0008 6t 0.014 t 0,0071 124,254t a,4327 0,0049 5l.56004/ 0,01 l8 4,0029 0,01 5692098 255403753.8 987.825.100
2A r Tenqoh Putoi 672.42 .389 lerkembono 20s 4,0244 0.0024 ilt 0.0253 o.o126 1 0,020t I a,0a27 0,0004 39,74945. 0.0091 0,0023 0,o177 52028 28A931073.7 961.3s2.404
?1 )usun fenqoh Anpoh I 672..42. 389 lerFembqnq 2 0,00/6 0,0008 34 a.aa77 0,0039 7,41463 0,00r e 0,0003 44.524sst 0.0102 0,0025 Q,447464129 121 485/ 62 793,9A7.1AA
22 )!!!n Tencqh Rodok 672.42 .389 lerkembono 2 2A7t 4,0247 0,0025 3t 0.0073 0,0036 24,35081 0,0066 0,0010 36.46/2Bt 0,0084 0,002r 0,009208t 2 49870867.7 921.322.644

Dusun Tenqoh NetomDin 672.42 .389 lerkembonq 0,01/3 0,00r7 7i 0.0164 0,0082 I 05,2 I ec 0,0286 0.0043 33.764447 a ao77 0,00r9 0,41 6142632 262736625.1 935.1 58,000
24 Dusun Tenqof iumber Gorunoquno 6't2.42 .389 Tertinoqol 93t 0,01 r r 0,0011 9r o.o2a7 0,0104 25.7 537 4 0.0070 0.00il 36.312271 0,0083 0,0021 o,414s95177 237550321 909.971 ./04
25 Dusun Iimur loringen 612.42 ,389 lerkembono B6a 0,0 r03 0.00r0 37 0,0084 a,aa42 28,55959 0,0078 0.0012 48.66721! 00]]l 0.0028 0,009 r 8334e 1 49467498.5 82r.889.000
26 Dusun Timur Moiobu 672.42 .389 3erkem bqno 268., 0,03rB 0,0032 2( 0.0046 0,0023 34,06273 0.0082 0.0012 35. I 931 3a 0,0080 0,0020 0.008698639 I 4 r s78586.3 8 r 3.999.900
27 Dusun Timur Moiorqh 672.42 .389 lerlemb'ono 771 0.0091 0,0009 3: 0.0075 0,0038 45,O9409 0,0r23 0.00r8 35.65975t 0,0082 0,0020 0,008547353 139 1 1 6269 Br r .537.600

Dusun Timur lororo 672.1 .389 r58 0,00r9 0.0002 0.0052 0,0026 68,67097 0,0r87 0.0028 62.61280! 0,0143 0,0036 4.o09 )84727 149494124.6 82r .9 r r.500
29 Dusuh Timut \,4q no koro p 472.4 lerkembono 474 0,00s6 0.0006 4l 0,0093 a,oo47 45,09409 0.0r23 0.00r8 50.109397 0,01 t5 0,0029 0.009931 414 1 6t 644470.8 834.065.800
30 Dusun Tin)ur UT 472.4 389 ]erkembono 598 0.0071 0.0007 I 8. I 26909: 0.00d r 0,0021 20,04 I B2 0,0054 0.0008 31,294528 0,4072 0,00 tB 0.005378465 87539617.43 7s9.96r.000
3l Dusun Timur !4qrqg ul 672.4 .389 ]erkem bono 64C 0,447 6 0,0008 I 0,00r8 0,0009 4s,0940e 0,0123 0.0018 46.1 I 9051 0,01 05 0,4426 0.006 r 45r 05 r 000r 739s.5 772.438.7A0
32 )usun Timur 'ulou Poidi 672.4 .389 Jerkembono 421 0,0050 0.0005 17 0,0039 0,0019 r 82,63 I 1 4,4497 a.oo7 4 43,322887 0,0099 0,0025 0.01 235861 9 241 t4423A,6 873.5t9.600
33 )usun Timur 672.4 389 r.4oju 2911 0.0345 0.0035 0,0086 0,0043 45,O9409 0.0t23 0.0018 25,650612 0,0059 0.00r 5 0,0r 1082439 I 803771 83.4 852.798.500
34 )usun Timur )idi 672.4 3Bt lerk€ rg 5BB 0.0070 0.0007 21 0,0048 0,0024 23,248s1 0.0063 0,0009 39,163233 0,0090 4.0a22 4,o0627416 r 021 r80t 7.6 774.s39.400
35 )usun Iimur 672.42).389 ,erkembong 1961 0.0233 0,0023 I 0,0027 0,001 4 26.18464 0.0071 0.00il 22,041194 0,00s0 0,00r3 0.00601 9482 97972744.44 770.394.t00
36 )usun Iimur Sumpo 672.421.389 jerkembonO 809 0.0096 0.0010 5l 0,01 r 6 0,0058 45,094A9 0.0r 23 0.001I 42,744466 0,0098 0,0024 0.01 I 043418 1797420a7.a 852. r 63.400
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Kecomdldn Nqmo Delo Alokqsl Dqsor
Kldrifikdsl Desll

JPM
Alokqsl
Aflrmq3l

Arvtr-"r tormulo

Pogu Dqno Desq

Per-Dcso

Jumloh Penduduk Mlsklh tuds Wildvdh IKG

Iolql Bobol Alokosl tormuloIDM Jumloh Ro.lo iumloh
Bobot

Jumloh

Mlskln

Rollo Luo!
Bobol Kcsulllon

Rolio lndeks
(elulllon lobol

t3) t8) Ia)
)usun Timur Mooohtis 672.421.389 jerkembono t 54t 0.01 83 0,00r8 0,0020 0,0010 94./3471 0,0246 0.0037 44,142224 0,0092 0,0023 0.008838708 43858349.8 816.279.7AA

38 )usun Tlmur joropot 672,421.389 jerkemb,onq 84 0,0100 0,0010 0.0014 0.0007 84.1996) 0,02r8 0,0033 34,27 6014 0,0069 0.00.l7 0,00668s4r 6 oBBl 1479.6 781.232.8AA
39 )usun Iimur 672.421.389 lerkembona 96 0,0r rs 0,001 1 0,0034 0.00r7 25.Os227 0,0068 0.00r0 48,8047 0.01 12 0,0028 0,0066657 r I I 08490895.3 780.9)2.2AA
4A )usun Timur (orong Longil 672.421.389 ierkembonq 75t 0,0090 0,0009 0,00r 4 0.0007 23.29862 0,0063 0,00r0 37,343833 0,0085 0,002r 0,004668r 35 7597831 l.l8 748.399.7AA
41 lorusen.l ou Meo 672.421.389 ]erkembono 49t 0,0059 0.0006 0,0034 0.00t7 27.4564( a,aa7 4 0,00ll 55,523237 4,0127 0.0032 0.00657525 1A7A18427.9 779.439.AAA
42 Puiut Towuluh 672.421 .389 167 0,0020 0.0002 3, 0.0073 0.0036 15.0313r 0,004r 0,0006 64,93114 0,0t48 0.0037 0.0081 64558 I 328859r 8.6 805.307.300
43 r Jonsng )oyu 672.421.389 Moiu 1954 4,o232 0,0023 6, 0.0141 0.007r 73.1 52 6t 0,0r99 0,0030 23.47973', 0,0054 0,00r3 o.a1369A497 222956C1C9.4 895.377.300
44 r Jdndnd 672.4 .389 3erkembqna 1A7i 0.0128 0,00r3 6' 0,0141 0.00/r 20.o41A2 0.0051 0,0008 42.) 6022 0,00e6 0,0424 0.01 rs602s7 r 88 I 541 35.7 860.575.s00
45 ).lonono 1g Nqneno 672,42 ,389 3erkenbonq 50c 0,0060 0,0006 2l 0.0048 o.aa24 4.0292' 0,0038 0,0006 35,8 r 57l r 0,0082 0.0020 0.005609554 91300796.57 763.722.1AO
46 r londno -qgqn 672,42 .389 lerkembono 53r 0,0063 0,0006 21 0.0048 0.0024 4,42927 0,0038 0,0006 45. r 000 r 0,0 r03 0.0026 0.006169985 100422344.6 772.843.7AO
47 r.lonong (ondris 672.42 .389 lerkembqx 296 0,0035 0.0004 0.0014 0.0007 5,03r 36 0,0041 0,0006 r'r Ag10n, 0,0095 0,0024 0.00403044 65599219.7 4 738.020.600
48 )oiu Eooi t4oiP-- 672.421.389 lerk€ 225 o.0427 0.0003 3( 0.0068 0,0034 2,2756 0,0033 0,000s 52.8r 839 0,0r21 0.0030 4.o07245646 1 172787 1 5.6 789.7AA.taA
49 Fooi !4uruiuwu 672.4 3erk-Ambor 88I 0,0r0s 0.0010 36.2538109 0.0083 0.0041 64 I 33ai 4.4174 4.0426 44,a4279 0,0092 0.0023 0.0r 0079884 164059665.5 836.48r.000
50 :qli Nopu .389 ionool Terlinoo 224 4,0027 0,0003 2 0,0052 a.ao26 20,a418i 0,0054 0,0008 61,94472<, a,0142 0.0035 4.oo7241 407 1 1 78647 61 .4 790.282.1aA
5t diu elqng 672,42 .389 Serkembono 459 0,0054 0.0005 I ?, I 339607 0.0044 a.ao22 171 ,9AB) 4,4467 0,0070 43,73382. 0,0r00 0.002s 0.412232734 99499394.7 a71 .52A.7aO
52 olu pot Bqlowo 672.42 .389 Jerkemtr,ono 943 0,0 r r2 0,00il 34 a.oo77 0.0039 I I 0.4804 0,0300 0,0045 47 ,877 55, 0,0r09 0.0427 o.412234225 99058491.6 471 .479.4AO
.53 )long 672.42 389 Tbono 734 0,0087 0,0009 12 o.oo27 0.00i4 25,O5227 0,0068 0,00r0 56,73565 0,0 30 0.0032 0.006s0r 38 r 4581 6132.4 778.237.500
54 qlu poi ,ulonoii 672.42 389 llnoool 533 0.0063 0,0006 3/ 0.0084 0,0442 6l ,12754 0,0166 0,0025 45.99302t 0.0 5 0.0a26 0.009964846 62187302.6 834.608.600
.55 oju Epot lelang Bqru 672.421.389 Jerkembono I 170 0,0139 0.00 r 4 t1 0.0025 0.00r3 56,3676i 0,0153 0,0023 43.38282 0,0099 0,0025 o.oo7 418462 24742494.9 /93.1 63.800
56 'oju Epot luru Bonu a7) a, 389 Terfinoool ) 432 0,005 r 0,0005 24 0.0055 a.oo27 1 44341 1 o,0392 0,0059 56.84377 0,01 30 0,0032 0.01 2378038 201 464290.6 873.885.600

Bqru 421.389 65? 0,0078 0.0008 0.0014 0.0007 9,0r88 0,0025 0.0004 38,A32777 0.0087 4.0022 0.004006s52 1,5210428.03 737.631 .800
58 timpqno Binokuonq 672 lerkembqng 607 4,4072 0,0007 t8 0.004r 0,0020 2?,A6A64 a,aa79 0,00r2 35.763r: 0,0082 0.0020 4.oo5997971 97622657.A1 /70.044.OAA
59 Pqku 'onokon 672.421.389 mbong 88r 0,0 r 04 0,00r0 0.0r89 0,0094 26,O543) 0,0071 0,00r1 56,23767' 0.0r2, 0.0032 4.O1471r7 429 240353893,8 912.775.2AO
60 I 672.421.389 2 | 496 0,4177 0,00r8 29 0,0066 0.0033 0,0068 0,0010 26,32883: 0,0060 0.00r s o.oo7 601347 1237 191 19.5 796.140.500

Luou Jowuk 672 389 lg 2 5l 0,006 r 0,0006 21 0.00r'8 0.0024 aa1 672( 4,0022 0,0003 52,932421 0,0121 0.0030 0.006353582 03410556. 775.83r .900
62 3andrunq 672.421.389 'ertinggol ) 547 0,0065 0,0006 4C 0.009 r 0.0046 AA 09 0,0r20 0,00r8 47,11159! 0.0r08 o.oa27 0.009692039 1 577471 1 1.4 830.1 68.500
63 Poku lungqu Rqyo 672.421.389 ]erkembong 3 95C 0.0rl3 0,00il 5l 0.01 t 6 0,0058 28,05851 0,0076 0,00 r l 5r,07345I 0.0r 1z 0.0029 0.0r 09944 78944278.8 85r.365.600

Pqku (olomus 672.a21.389 lerkembong 5 164! 0,0195 0.0020 t2\ 0.0294 O.()147 40,08364 0.0r09 0.00 r 6 44,1 6529t 0.010 r 0.0025 o.424790472 338378l I 3.2 r .01 0.799.500
65 Poku ]ontqi Nopu 672.421.389 lerkembqng 3 374 0,0044 0.0004 0.0130 0,0065 7,O14637 0.00r 9 0.0003 46.91879t 0.0107 a.oa21 0.0098982r 1 | 61 1027 61 833.524.r00
66 >0ku 672.42.1.389 'eriinggol 15, 0,0018 0.0002 0.0005 0.0002 LOl 672t o.ao22 0,0003 48,99 I 57t 0.01 l2 0.0028 0.003535652 57 544094.7 1 729.967 .400
67 P0 ku )oiu no 672.4 389 ]erkembqng 2 77e 0.0092 0.0009 3: 0.0080 0,0040 25,05227 0,0068 0,00r0 24.5)3794 0,0056 0.0014 0.007328689 I 19281352.5 791"7A2.70A
68 Po ku 'oku Beto .38t erlingqol 2 36t 0.0044 0.0004 27 0.006r 0.0031 23,0480? 0,0063 0,000c 58,67920t 0.0r34 0.003r' 0.007804709 12702943A.1 /99.450.40A
69 Poionokep Tului )ulou Podono 672.421.389 jerkembqng 2 461 0,0055 0.0005 21 0.0048 a,ao24 r 0,0209r 4,4027 0,0004 33,784444 4.0077 0.00t9 4.005275392 85862008.4r 758.283.300
7A 'atonqkep Iutui \mpqri Buro 672.421.389 ]erkembqno 4 82 0.0098 0.0010 0,0r 18 0,0099 29,06064 4,4079 0,00 r2 44.954618 0.0103 0.0026 0.01463c,1 2382)6384,4 914.637.70a
7l )otongkep Tutui lomqniq 672.421 ,389 ertinggol 46. 0,0055 0,0006 34.23971 1 0.0078 0,0039 7,414637 0,0019 0,0003 48,00689[ 0.01 t0 a.ao27 4.0074784 12171A443.4 794.139.400
72 Pofonqkep Tuiui ]etqnq Nolono 672.421.389 erlinggol 301 0,0036 0.0004 2! 0.0052 0,0026 8,O16728 0,0022 0.0003 46,962186 0.0107 a.ao27 0.00598483 9740A772.9A 269.830. r 00
73 Potonskep lutui iombiiin 672.421.389 iorkembqng 341 0.0040 0.0004 9 0,0020 0,0010 8,0 6728 0,0022 0,0003 37.638423 0.0086 a.oo22 0,00390732s d35954 I 9.a, 736.01 6.800
74 )qlonqkeD Tuiui .olom 672.421.389 erlinoool 869 0.0103 0.00r 0 9' 0,020t 0,0r05 45,1 5595 0,0 r 23 0.00r8 61.21 4851 0.0140 0.003s 0.01 6840871 2741411 1 6,9 946.522.5AA
75 'qlqnokep Tului 3enlot 672.421.389 lerkembonq 228! 4.0271 a.ao27 34 0,c077 0,0039 5t, 0664 0,0r 3e 0,002r 37.A67 643 0.0085 0.002r 0,a10782652 l7 5497873,5 847.919.2aA
76 'qtonokep Tutui 672.421 349 erlingOol l t4i 0.0017 0.0002 14 0,0032 0.00t6 27 .s9 669 a,aa76 0,00r l 68.34336 0.0i56 0.0039 o.0068r 0459 I 10444673.4 783.268.000
77 'qtqnqkeo Tutui lanoo 672.421.389 eriinggol I 34( 0,004r 0.0004 t9 0,0043 o,0022 29,06464 a.ao79 0,00r2 65.765368 0.0150 0.0038 o,aa7 517 402 122352843,7 794.774.2AA

'olonqkep Tutui -qlop 672.421 3A9 ertinOOol 79t 0.0094 0,0009 107 0,4244 4,0122 32,06691 0.0087 0.0013 45.4s2619 0.0r 0s a,0426 0.01 704438 277413427,3 949.834.800
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No. Kecqmqlqn Nqmo Deio Alokdsl Ddsdr
Klosiflkosl D.so Desll

JPM
Alokosl
Afirmosi

Pqgu Dqnq Doro

Per-Deso

Penduduk Pe6.luduk Mkkih Iuqr wlloyoh IKG

Tolol Eobol Alokorl tormuldIDM lumloh Rosio Jufiloh Jumloh Rodo Jumloh

Mllkln
Eoboi

Wlloyoh
Roslo luos

Sobol
lndeki

Kesullldh
nolio lnd.ks

(e!ulkn gobot

tt2) t13) /iJ)

79 )emotono Korou .loOo leoh 672.421 3A9 edinqqol 628 o.oa74 0 0007 0,0146 0,0073 2r ,0439 r 0,0057 0,0009 5 t,884r34 0.0r 1t 0.0030 0.01 tBs2046 1929032-7 6.3 865.324.600
BO 'emotono Korou iomi:ru lu nd 672.42 .389 ]erkembonq 24ta o.a2a7 0.0029 1?: 0,0280 0,0140 c I .1902t 4,4248 0,003/ 26.38722t 0,0060 0.0015 o.422492053 3s9s69086.s r.031 ,t90.400
BI )emolano Korou .389 erlinoqoi 652 o.aa77 0.0008 7 0,0r68 0,0084 12,4250<. 0,0033 0,000s 43,12237 0.0099 0,0025 o.01214973 197748366.1 870.169.740
82 )emqtono Korou ebo .389 ]erkembqnq 688 0.0082 0.0008 9t 4,0223 0,0r t2 38,4794 0,0104 0,00r6 41,44s254 0.0095 4.0024 0.0r5887834 258589540.r 93r.0r0.900
B3 remqlono Korou ;umber Rejo 672.42 .389 )e.kembonq 677 0.0080 0.0008 3 0,0084 o,@42 r 2,02501 0.0033 0,0005 42.389071 4,0a97 0.0a24 o.407927 129 129021s24.4 B0r .442.900

84 )emoiono Korou ,inqng Tunggol 672.42 .389 edinqqql l 44 0.0052 0.000s 0,0014 0,0007 42,O878i 0,0r r4 0,001/ s7,53412, 0.0132 0.0033 o.006212659 I0il16909.8 773.538.24O

'emqlono Kordu -qmpeong 672.42 .389 ertinoqo 1001 0.or t9 0.0012 5t 0,0r32 0,006d 42,O878" 0,0r r4 0,00r7 34323449 0.0069 0.00t7 0.01 1238495 ta29 17 1 44.5 8s5.338.500
B6 'emoTqno Korou v4uru Duyung 672.42 .389 ;on0ot Terlinac 0.0030 0.0003 2! 0,0057 0,0028 26,O543) 0,007r 0.0011 43,78822t 0.0100 0.0025 o.o067r 5564 r093021 55.1, 7Bt.723.544
87 'emolono Korcu umbuno tlluno 672.42 .389 )erkembonq 4 64-, 0.008t 0.0008 7: 0,0r66 0,0083 12.O2$\ 0,0033 0,000s 44,/3142t 0.0092 0.0023 o.ot t923612 194068072.7 866.489.400
B8 'emqiqno Korou Mudro Polonlou 672.4 .389 ;ongql lerlinoc a22.578 i53 o.o a2 000r8 36a 0,0826 0,04i3 17' isqt 0,0469 0.0070 49,40917 0.0r r2 0.0028 0.05295848 a41949406.1 I .534./93.300
89 'emql0no Korou (eidt) 672.42 .389 lerlinoool t07t 0.0 28 0 0013 t6a 0,0364 0.0182 43,0899 r 0,0r r7 0,0018 43,475911 0.0099 0.0025 4.023724295 386204479 1.058.62r.800
90 remqlono Kdrdu BeAih 672.42 .389 lerlinqool 7 l06( 0.0 26 0.00 r3 26i 0,0599 0,4299 52,1487 4,0142 0,002r ss.38434r 0.4)27 0.0032 o.036474207 59368481 4.7 1.266.)46.240
9l )emqlono Kordu uyou 672.42 .389 lerkembonq 7. 0.0 5 000tB 5( 001 t4 o.aas7 r 6,0334i a.0a44 0,0007 39,525r 5i 0.0090 0.0023 0.0r 0357458 6857743A.8 840.9e8.800
92 iqren Boluoh iibu ng 672.421 3A9 lerkembonq I l3( 0.0 35 0.ocjt 3 2t 0,0064 0,0032 r 6,9854 0,0046 0.0007 37 .977 438 0.0087 a.aa22 4.aa7397512 r 2040r 508.9 792.822.840
93 l0ren Boiuoh 672.421 .389 lerkembong 0.0 72 0.00r 7 29 0,0066 0,0033 22,5169t 0,006 r 0,0009 29.618892 0,0068 0.0017 a.aa7 627924 24 5t 69 ,8 796.573.AO0
94 ioren Boiuoh .enggong 672.421.389 lerkembqnq 7t 0.0140 0.00t4 4t 0,0rc5 0,0052 36,07 527 0,0098 0,0015 27.638393 0.0063 0.0016 0.449644222 I s76r9885.3 830.041.200
95 lqren Boiuoh Boludh 672.42).389 lerkembonq t01l 0.0 20 0.00r 2 3i 0,0073 0,0036 21,99st 0.0060 0,0009 38.44s4s 0.0088 a.oo22 0.007940251 r 29235r 05.5 80r.656.400
96 iqren Botudh Puri 672.421 349 lerkemboiq t23l 0.0 r 46 0,0015 2i 0,0052 0 0026 25,A5227 0,0068 0,00 l0 32.742894 0.0075 0.0019 0.0069t8r,66 1 134r\ AAs 785.843.000
97 ioren Boluqh Turdh Amh 672.42) 3A9 lerkembqnq 3 60 a.ao72 0.0007 43 0,0098 0,004? 8,54783( 0,0023 0,0003 46,289541 0.0106 0.0026 0.008d03289 I 44426667.7 B r 2,448.000
98 ioren Boluoh 'ang ku m 672.421.3,99 ]erkembqng 2 66! a.oa79 0.0008 27 0,006r 0,0031 9.0 rBBr , 0,0025 0,0004 42,2427s2 0.0097 0,0024 0.006644001 r 0Br 3740 I 780.558.700

Konlrol Pen

'oou Dono Dsso Kob/Kolo.""-... 83.940.664.000

l'losil Perhilunoon Poou Dono Dero Kdb/Kolq ,, 83.940.664.000

')ogu Alokosi Dqsor Kob/Koio,... 67.242.138.90A
tlqsil J tuna A o<osl Dosor Kob/Koiq ............ 67.242.134.940
)oou Alokqsi Afirmosi Kob. Boriim 422.578.4OO

Hosil Hiiuno A okqsi Alkmosi Kob. Boriim 422.s7a.AAA

'oqu Alokosi Formu o Kob. Bqrtim 1 6.27 5.947 .AAO

os H lJlq A o<osi Formvlo (ob. Bq r | 6.275.947.jt)O

Jumloh Desq r00
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 2^ TAHUN 2OL9
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

PERUNTUKKAN DANA DESA KAB. BARTIM TA.2019

No. Kecomqlon Nqmq Deso Pogu Dono Deso per-Deso Bidong Pembongunon
Desq 80%

Bidong Pemberdoyoon
Mosyorokol20%

(2) (s) t4l (s) (6)
I Kecomolon Awong

Awong Jonoh Monsiwui 777.414.200 621.928.160 55.482.040
1 Awong Apor Botu 8r7.5',r5.600 654.012.480 63.503.I 20

Awong Biwon 775.OO2.sOO 620.002.000 55.000.500
4 Awong Bonqkiroyen 768.404.200 614723364 53.680.840

Awong Wungkur Nonqkon 797 .117 .400 637.693.920 59.423.480
6 Awong Jonoh Jori 878.252.500 702.602.A00 75.650.s00
7 Awong Donou 850.885.?00 680.708.720 70 177 rB0
B Awong Hoyoping 840.909.700 672.727.750 68.r Br .940
9 Awong I9!glol

Pionggu
80t.426.600 641.141.280 60.285.320

0 Awong 799.620.100 639.695.080 59.924.020
Awong Ampori 795.236.000 636. 

.l 
88.800 59.047.200

t. Kecomolon Benuo limo
a Bonuo Limo Bombon 835.928.900 668.743.120 167.185.780
3 Bonuo Limo Kondris 781 .949.400 625.559.52A r56.389.880
4 Bonuo Limo Gudong Senq 783.577.600 626.862.O80 156.715.520
5 Bonuo Limo Bonyu Londos 737.483.900 589.987.120 147 .496.780
6 Bonuo Limo Bogok 979.744.600 783.795.680 195.948.92A
7 Bonuo Limo Tewoh Pupuh 813.852.200 651.08',t.760 162770.440

1il. Kecomolqn Dusun Tengoh
l8 Dusun Tengoh Soing 252.005.600 601.604.480 50.40 r .120
l9 Dusun Tengoh Muoro Awong 987.825.r00 790.260.080 97.565.020
20 Dusun Tengoh Putoi 961.352.400 7 69.081 .920 92.270.480
2l Dusun Tenooh Ampoh ll 793.907.100 63s. r25.680 58.781.420
22 Dusun Tengoh Rodok 921.322.600 737.058.080 84.264.520
23 Dusun Tengoh Netompin 935.1 58.000 748.126.400 87.031.500
24 Dusun Tengoh Sumber Gorunggung 909.971 .700 727.977.360 81.994.340

4-/f ,tl 17



No.
)

Kecomolqn I Nomq Deso
1j

Pogu Dono Deso per-Deso Bidong Pembongunon
Deso 80%

Bidong Pemberdoyoon
Mosyorokol20%

I (2) t3t t4t (s) (6
tv. Kecomolon Dusun Timur
25 Dusun Timur Horingen 821.889.000 657.511.200 64.377.80O
t6 Dusun Timur Motobu 813.999.900 651 .199.920 62.799.980
27 Dusun Timur Motoroh 8l r.537.600 649.230.080 62.307.520
28 Dusun Timur Horcrro 82t .91 1.500 657.529.200 64.382.300
29 Dusun Timur Mongkorop 834.065.800 667.252.640 66.8r3.150
30 Dusun Timur Sumur 759.961.000 607.968.800 51.992.200
31 Dusun Timur Morogut 772.438.700 617.950.960 54.487.740
32 Dusun Timur Pulou Poloi 873.569.600 698.855.680 74.713.920
33 Dusun Timur J0or 852.798.50A 682.238.800 70.559.700
34 Dusun Timur Didi 774.539.400 619.631 .520 54907.880
35 Dusun Timur Joweten 770.394.100 616.315.280 54.078.820
36 Dusun Timur Gumpo 852.153.400 681.734.720 70.432.680
37 Dusun Timur Mogontis 816.279.700 653.023.760 63.255.944
3B Dusun Timur Soropot 781.232.8AA 624.986.240 56.246.560
39 Dusun Timur Dorong 780.912.200 624.729.760 56 182 440
40 Dusun Timur Korong Longil 748.399.700 598.719.764 49.679.940
V. Kecomqton Korusen Jonong
41 Korusen Jonono lpu Meo 77?.439.800 523.551.840 55.882.960
42 Korusen J0nono Putut Towuluh 805.307.300 644.245.840 61.061 .460
43 Korusen Jonong Doyu 895.377.300 716.301.840 79.07 5.464
44 Korusen Jonong Wuron 860.575.500 688.460.400 72.1 15.r00
45 Korusen Jononq Simpong Noneng 763.722.100 610.977.68A 52.744.420
46 Korusen Jononq Lqgon 772.843.700 618.274.960 54.568.740
47 Korusen Jononq Kondris 738.O20.600 590.416.480 47.604.120
vl. Kecomolon Poju Epol
48 Poju Epot Moipe 789.700. I 00 63r.760.080 57.940!20
49 Poju Epot Murutuwu 836.481.000 669.184.800 67.296.200
50 Poju Epoi Koli Nopu 790.282.140 632.225.68A 58.056.420
(1 Poiu Epoi Telong 871.524700 697 .216.560 74.304.144
52 Poiu Epot Bolowo 871 .479.844 697.183.840 74.29s.960
53 Poiu Epot Siong 778.237.500 622.590.000 55.647.500
54 Poiu Epot Tompulongil 834.608.600 667,686.880 66.921.720
A( Poiu Epot Telono Boru 793.163.800 634.53,l.040 58.632.760
56 Poiu Epot Juru Bonu 873.885.600 699.108.480 7 4.777 120
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No.
)

Kecomolon I Nomo Desq
\
)

Pogu Dono rleso per-Deso Bidong Pembongunon
Deso 80%

Bidong Pemberdoyoon
Mosyorokol20%

I ttt (s) t4) (s) (6)
vlt. Kecomolon Poku
57 Poku Kuponq Boru 737.631.800 590.105.440 147.s26.360
5B Poku Simpong Bingkuong 770.044.400 616.035.200 r 54.008.800
59 Poku Pongkon 912.775.2A0 730.22A.160 182.555.040
50 Poku Tompo 796.140.500 636.912.400 159.228.100
6l Poku Luou Jowuk 775.831.900 620.665.520 '155.166.380

62 Poku Gondrung 830.1 68.500 664.134.804 166.033.700
63 Poku Runggu Royo 851.36s.600 681.092.480 170.273.120
64 Pcrku Kolomus L010.799.500 808.639.600 202.159.900
65 Poku BonloiNopu 833.524. r 00 666.819.280 166.704.820
66 Poku Torinsing 729.967.400 583.973.920 145.993.480
67 Poku Potung 791.702.704 633.362.r 60 158.340.540
68 Poku Poku Belo 799.450.400 639.560.320 r59.890.080

vilt. Kecomoton Polengkep Tului
69 Potongkep Tutui Pulou Podong 758.283.300 606.626.644 51.5s6.650
7A Polongkep Tutui AmporiBuro 910.637.700 728.510.160 82.127.540
7l Potongkep Tutui Romonio 794.139.400 535.311.520 58.822.880
72 Potongkep Tuiui Betong Nolong 769.830.100 615.864.080 53.966.020
73 Potongkep Tutui Kombitin 735.016.800 588.813.440 47.203.360
74 Potongkep Tutui Kotom 946.522.50A 757.218.000 89.304.500
75 Potongkep Tutui Bentol 847.919.20A 678.335.350 69.583.840
76 Potongkep Tului Mowoni 783.268.000 626.614.400 56.653.600
77 Potongkep Tuiui Jonqo 794.774.200 535.819.360 58.954.840
78 Potongkep Tutui Lolop 949.834.800 759.867 .840 89.966.960
tx. Kecomoton Pemolong Korqu
79 Pemotong Korou Nogoleoh 865.324.600 692.259.680 173.064.924
80 Pemotong Korou Bombulung I .03r.990.400 825.592.320 206.398.080
8t Pemotong Korou Bororowo 870.169.700 696.135.7 60 174.O33.940
B2 Pemotong Korou Lebo 93r .0r 0.900 744.808720 186.202. t80
83 Pemolong Kcrrou Sumber Rejo 801.442.900 641.154320 160.288.580
84 Pemotong Korou Pinong Tunggol 773.538.200 6r 8.830.560 154.707.640
85 Pemotong Korou Lompeong 855.338.500 684.270.80O 171.067.700
86 Pemotong Korou Muru Duyung 781.723.s00 625.378.800 156.344.700
87 Pemolonq Korou Tumpung Ulunq 866.489.400 693.191.520 173.297.880
BB Pemotonq Korou Muoro Polontou 1.534.793.300 1,227.834.644 306.958.660
B9 Pemolonq Korou Ketob r.058.621 .800 846.897.440 211.724364
90 Pemotonq Korou Kuponq Bersih 1.266.106.200 I .0'12.884.950 253.221.240
91 Pemotong Korou Tuyou 840.998.800 672.799.040 168.199.76A

ttLt/ 1e



No. Kecomolqn I Nomq Deso
)

Pogu Dono u€iso per-Deso Bidong Pembongunon
Deso 80%

Bidong Pemberdoyoon
Mosyorokol20%

I (2) ts) t4) (s) (6)
x. Kecomqlon Roren Botuoh
92 Roren Botuoh Sibung 792.822.84A 634.258.240 58.564.560
93 Roren Boluoh Unsum 796.573.000 632.258,400 5?.314.600
94 Roren Botuoh rengg0ng 830.04r.200 664.032.960 66.008.240
95 Roren Botuoh Boluoh 80r.656.400 641.32s.120 60.331.280
96 Roren Botuoh Puri 785.843.000 628.674,400 52.168.600
97 Roren Botuoh Turqn Amis 812.448.000 649.958.400 62.489.600
9B Roren Botuoh Tongkum 780.558.700 624,446.960 56.111.740
99 Roren Botuoh Boruyon 840.896.700 672.717.360 68.179.340
r00 Roren Botuoh Molintul 85s.050.200 684.040.r60 71 .010.040

100 J U M LAH 83.940.664.000 67.152.531.200 16.788.132.800

BUPATI BARITO TIMUR,

Tamiang Layang, 15 AflGL 2019
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO
TIMUR NOMOR L TAHUN 2OI9
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
I{ABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARI{AN
KEIIIENANGAN DESA

1. Penetapan Daftar Kewenangan Desa

Dana Desa, sebagai saiah satu sumber pendapatan Desa,
pemanfaatannya atau penggunerannya wajib berdasarkan daftar
kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala Desa.

Tata cara penetapan ke'uvenangan Desa dimaksud diatur
berdasarkan Peraturan Pemerinturh Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2074 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2A14 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara
penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah daerah kabupatenlkota melakukan identifikasi dan

inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;

b. Berdasarkan hasil identifikasi <lan inventarisasi kewenangan Desa,
bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang
daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. Peraturan bupati/walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah
Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan 1okal.

Peraturan Desa tentang kewr:nangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang
mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan
Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yar.g dibiayai
Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
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2. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Berdasarkan Kewenangan Desa

Idealnya, setiap Desa sudah. memiliki Peraturan Desa tentang
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota
yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sehingga Desa kesulitan menetapkan peraturan Desa tentang
kewenangan Desa. Oleh sebab itu, untuk membantrr Desa
memprioritaskan penggunana Dana Desa sesuai kewenangan Desa,
dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh
daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
1)Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana Desa
a)Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara iain:
1. pembangunan danf atau perbaikan rumah sehat untuk fakir

miskin;
2. penerangan lingkungan pemukiman;
3. pedestrian;
4. drainase;
5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah

penduduk;
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
B. sumur resapan;
9. selokan;
10. tempat pembuangan sampah;
11. gerobak sampah;
12 . kendaraan pengangkut sampah;
13. mesin pengolah sampah; dan
14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana transportasi, antara lain:
1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan

DAS;
2. tambatan perahu
3. jalan pemukiman;
4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
5. ja1,an poros Desa;
6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
7. jembatan desa:
8. gorong-gorong;
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9. terminal desa; dan
10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) Pengad,aan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana energi, antara lain:
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. pembangkit listrik tenaga diesel;
3. pembangkit listrik tenaga matahari;
4. instalasi biogas;
5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
2. website Desa;
3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
4. radio Single Side Band (SSB); dan
5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa,
2. sanitasi lingkungan;
3. jambanisasi;
4. mandi, cuci, kakus (MCK);
5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
6. alat bantu penyandang disabilitas;
7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
8. balai pengobatan;
9. posyandu;
1 O. poskesdes/ polindes;
11. posbindu;
12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan;

dan
13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

blPengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini

lainnya;
4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
5. taman belajar keagamaan;
6. bangunan perpustakaan Desa;
7. buku/bahan bacaan;
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8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
9. sanggar seni;
1O. film dokumenter;
1 1. peralatan kesenian; dan
12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana usaha ekonomi Desa
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
lain:
1. bendungan berskala kecil;
2. pembangunan atau perbaikan embung;
3. irigasi Desa;
4. percetakan lahan pertanian;
5. kolam ikan;
6. kapal penangkap ikan;
7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
8. tambak garam;
9. kandang ternak;
10. mesin pakan ternak;
1 1. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);

dan
12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
mLlsyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prir-sarana pengolahan hasil pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
danf atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah,

jrgrrg, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
2. lumbung Desa;
3. gudang pendingin (cold storage); dan
4. sarana dan prasarar,a pengolahan hasil pertanian lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau
industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan f atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
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e)

3. mesin penepung ikan;
4. mesin penepung ketela pohon;
5. mesin bubut untuk mebeler; dan
6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil

dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
2. pasar sayur;
3. pasar hewan;
4. tempat pelelangan ikan;
5. toko online;
6. gudang barang; dan
7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
2. panggung hiburan;
3. kios cenderamata;
4. kios warung makan;
5. wahana permainan anak;
6. wahana permainan outbound;
7. taman rekreasi;
8. tempat penjualan tiket;
9. rumah penginapan;
10. angkutan wisata; dan
ll.sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yar'g sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaarr
sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
2. peraut kelapa;
3. penepung biji-bijian;
4. pencacah pakan ternak;
5. sangrai kopi;
6. pemotong/pengiris buah dan sa5ruran;
7. pompa air;
8. traktor mini; dan
9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan

kewenangan I)esa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
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4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
a) pembuatan terasering;
b) kolam untuk mata air;
c) plesengan sungai;
d) pencegahan kebakaran hutan;
e) pencegahan abrasi pantai; dan
f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau
kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
c) pembangLrnan gedung pengungsian;
d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana

alarn;
e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang

terkena bencana alam; dan
f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara
lain:
1. penyediaan air bersih;
2. pelayanan kesehatan lingkungan;
3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit

seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS,
tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan
jiwa;

4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat

untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
6. kampanye clan promosi hak-hak anak, ketrampilan

pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu

hamil, nifas dan menyusui;
9. pengobatan untuk lansia;
10. keluarga berencana;
1 1. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang

disabilitas;
12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan

perlindungan Anak;
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14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;

dan
16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
antara lain:
1. bantuan insentif guru PAUD;
2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. penyelengaraan kursus seni budaya;
5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan
teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
a) pengelolaan lingkungan perr.rmahan Desa, antara lain:

1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
1. pengelolaan terminal Desa;
2. pengelolaan tambatan perahu; dan
3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
2. koran Desa;
3. website Desa;
4. radio komunitas; dan
5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
mLrsyawarah Desa.
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3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana
dan prasarana ekonomi
a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan

dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa danf atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pembibitan tanaman pangan;
2. pembibitan tanaman keras;
3. pengadaan pupuk;
4. pembenihan ikan air tawar;
5. pengelolaan usaha hutan Desa;
6. pengelolaan usaha hutan sosial;
7. pengadaan bibit/induk ternak;
8. inseminasi buatan;
9. pengadaan pakan ternak; dan
10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. tepung tapioka;
2. kerupuk;
3. keripik jamur;
4. keripikjagung;
5. ikan asin;
6. abon sapi;
7. slrsu sapi;
8. kopi;
9. coklat;
10. karet; dan
11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
danf atau produk unggulan kawasan perdesaan, antaralain:
1. meubelair kayu dan rotan,
2. alat-alat rumah tangga,
3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
4. kain tenun;
5. kain batik;
6. bengkel kendaraan bermotor;
7. pedagang di pasar;
8. pedagang pengepul;dan
9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai

dengan ker,r'enangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.
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d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa
Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa danf atau BUM Desa Bersama;
2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa

Bersama; dan
4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa

Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa danf atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
2. pengelolaan hutan Adat;
3. industri air minum;
4. industri pariwisata Desa;
5. industri pengolahan ikan; dan
6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengembangan usaha BUM Desa danf atau BUM Desa Bersama
yang difokuskan pada pengemb arrgarr usaha layanan jasa,
antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
danf atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa danf atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
2. hutan tanaman rakyat;
3. kemitraan kehutanan;
4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecir

danf atau industri rumahan;
bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
usaha ekonomi masyarakat; dan
pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.
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h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa danf atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan

sumber energi perDesaan, pengembangan sarana
transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan
industri kecil; dan

4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

il pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa danf atau produk
unggulan kawaszrn perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
2. pam'eran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat

dan/atau koperasi;
3. kerjasama perdagangan antar Desa;
4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

4l penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan
menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa
lainnya yang meliputi:
a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
b) pelatihan kesiapsiagaar' masyarakat dalam menghadapi

bencana;
c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai

dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
a) pembibitan pohon langka;
b) reboisasi;
c) rehabilitasi lahan gambut;
d) pembersihan daerah aliran sungai;
e) pemeliharaan hutan bakau;
f) perlindungan terumbu karang; dan
g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola
Desa yang demokrzrtis dan berkeadilan sosial
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a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh

Desa, antaralain
1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);

2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai
rakyat; dan

3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa

secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya

manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
1. penlrusunan irah pengembangan Desa;

2. pen5rusunan rancangan progtarnfkegiatan pembangunan
Desa yang berkelanjutan; dan

3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan
prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset Desa;

2. pen1rusunan profil Desa/data Desa;

3. pen5rusunan peta aset Desa; dan
4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yarrg

diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak
kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;

2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin,
warga disabilitas, perempllan, anak, dan kelompok marginal;

3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga

disabilitas, perempllan, anak, dan kelompok marginal; dan
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yarrg

diputuskan dalam musyawarah Desa.

e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa

berbasis data digital;
2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka

untuk publik;
3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis

masyarakat; dan
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.
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f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan
Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :

1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal
hal- hal strat-egis yang akan dibahas dalam Musyawarah
Desa;

2. penyelenggaraar, musyawarah Desa; dan
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dtrlam musyawarah Desa.

g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui
pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat
Desa yang diselenggarakan di Desa.

h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber
daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan
Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri

kecil dan perclagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa

sesuai kondisi Desa; dan
4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan
secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
2. audit berbasis komunitas;
3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk

pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan
Desa; dan

7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Daaa
Desa

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan
lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman
umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian,
dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar
kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan
untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:
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l) Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan
yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) men5rusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan

b) menJrusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang
akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan
Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2) Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa; maka Desa dapat mengembangkan jenis
kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
a) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas

dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

b) menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil
kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar
kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan loka1 berskala Desa;

c) men5rusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana
Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;

d) memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan
dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan
bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi
rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
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